DE-SOEKARNOISASI 05 4 4k
DALAM WACANA RESMI ORDE BARU: ~  ~.-,
Kilas-Balik Praktek-Praktek Rekayasa Kebenaran dan % -
Wacana Sejarah Oleh Rejim Orde Baru’

Oleh: Agus Sudibyo™

Abstract

New Order regime under Soeharto carried various ways out in order to
weaken its rival’s position. One of them is symbolical way, by using its
formal discourses to create illegitimate and unfavourable construction on
its nvals. This symbolical one is also applied to Bung Karno, the first Presi-
dent of Indonesra. Instead of less effectively legal-formal mechanisms to
erode Bung Karno’s influences, they delegitimated Bung Karno's in sym-
bolical contex. This article looks that delegitimation practices to Bung
Karno, or De-Soekarno-ization, is not only conducted on the level of mani-
fest, for example by swept away Soekarno’s loyalists from bureaucracy and
mulitary, bur also on the level of symbolical-latent by negating and denying
Bung Karno's historical roles and contrnibutions. It occured 1n textual edu-
cation books and government medias and on the vartous debate in mass
media when apparatuses of New Order regime discreditted Bung Karno.

Pendahuluan

elama 32 tahun berkuasa di Indonesia, rejim Orde Baru sebenarnya juga
dihadapkan pada berbagai tantangan dan rongrongan. Namun realitas
menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Soeharto, rejim Orde Baru
senantiasa berhasil mengatasi konflik politik, gerakan separatisme, eskalasi

" Tulisan ini merupakan bagian dari Bab I'V skripsi penulis yang berjudul “Bung Karno Dalam Wacana
Media massa Orde Baru: Analisis Terhadap Berita-berita tentang Bung Karno dalam Majalah Tempo
dan Majalah Editor Edisi Januari [987-Juni 1994, dengan Pendekatan Framing”, Jurusan [lmu
Komunikas:, Fisipol, UGM, 1998.

" Alumnus jurusan llmu Komunikasi Fisipol UGM Yogyakarta.

ISP » Vol. 2, No. 1, Juli 1998 ]



De-Sogkarnoisasi Dalam Wacana Resmi Orde Baru Agus Sudibyo

kritisisme kelompok intelektual dan perscalan-persoalan krusial lain yvang
muncul dalam kehidupan bernegara. Melalui berbagai cara, Soeharto berhasil
memperkokoh kekuasaannya serta mempertahankan legitimasi rakyat
terhadap pemerintahannya hingga akhirnya terjadi peralihan kekuasaan pada
21 Mei1 1998.

Selama berkuasa, rejim Soeharto menggunakan dua cara untuk
menyingkirkan atau memperlemah posisi lawan-lawan polittknya. Cara yang
pertama bersifat manifes, yakni cara-cara yang dijalankan melalui mekanisme
legal-formal, perangkat-perangkat hukum yang manipulatif-kooptatif, serta
represi-represi fisik yang prosedural. Gerakan separatisme di Aceh, Timor-
Timur dan Inan Jaya dihadapi dengan kekerasan militer, demikian juga
kelompok agama dalam kasus Tanjung Priok dan kasus Lampung. Kehidupan
pers, gerakan buruh dan kelompok kritis mahasiswa/intelektual dikontrol
dengan rekayasa perangkat-perangkat hukum, represi fisik maupun intimidasi
psikologis. Rejim Soeharto juga memenjarakan, menculik bahkan
melenyapkan sejumiah aktivis yang kritis terhadap pemenntah. Pengaruh
politik Megawati Soekarno Putni berusaha dilenyapkan dengan mekanisme
legal-formal (Kongres PDI Medan) dan kekerasan fisik (peristiwa 27 Juli 1996).

Cara yang kedua bersifat laten-simbolik. Soeharto melakukan praktek-
praktek delegitimast terhadap lawan politiknya dengan memproduksi dan
memanipulasi wacana-wacana resmi, yang difungsikan sebagal sarana
produksi kebenaran “versi” negara. Representasi wacana resmi ini berupa
buku teks pendidikan, surat-kabar, majalah, jurnal, buku putih dan film yang
diproduksi instansi-instansi pemerintah. Wacana resmi negara juga tergambar
dalam pernyataan para aparatnya yvang terlibat dalam berbagai perdebatan di
media massa. Dalam produk-produk wacana resmi negara inilah rejim
Soeharto menciptakan gambaran-gambaran yang unfavourable dan ilegiti-
mate tentang lawan-lawan politiknya.! Gambaran ini tercipta melalui

' Soeharto menciptakan gambaran yang negatif tentang kelompok-kelompok kritis mahasiswa/ intelektuat
dengan menginrodusir label-label OTB (organisas: tanpa bentuk), “kelompok kekin-kirian”, kelorapok
anti kemapanan, agen asing, kelompok radikal, mengasosiasikannya dengan kornunsme atau Marxisme,
sera dengan menggambarkannya sebagai pengancam mtegrasi nasional. Gangbaran yang negatif juga
dicipmkan untwk kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah yang kecewa dengan dan berusaha
mepusahkan diri dar pemenntah pusat dengan memperkenalkan label GPK {gerakan pengacau
keamanan}, kelompok ekstrem, kelompok dismtegrasi, dan lain-lain, Gambaran-gambaran yang
demikian ini tak pelak menimbuikan image tabu, viofent, patologis, dan akiwnya iiegitimatetentang
lawan politik Soeharto.
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operasionalisasi dimensi-dimensi wacana: sintaksis, semantik, retorika,
skematik, grafik dan lain-lain dalam ranah tekstual.

Tulisan v hendak menganalisis praktek delegitimasi yang dilakukan rejim
Sochiarty techadep Bung Karno melalui berbagai representasi wacana
caminya. Prakick delepiimasi terhadap din Bung Karno dan berbagal dis-
courseyang terbentuk tentang dirinya adalak contoh yang sangat bagus tentang
bagaimana rejim Soeharto menggunakan cara-cara laten-simbotik untuk
melenyapkan pengaruh dan legitimasi lawan politiknya. Delegitimasi dalam
dataran stmbolik terhadap Bung Karno dilakukan dalam skala vang relatif
besar, melibatkan unsur-unsur pemerintahan yang sangat beragam dan dalam
periode waktu yang cukup panjang.

Kerangka Teoritis

a. Perspektif Kuasa—Pengetakuan Foucault

Pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal-balik. Penyeleng-
garaan kekuasaan yang terus-menerus akan menciptakan entitas pengetahuan,
sebaliknya, penyelenggaraan pengetahuan akan selalu menimbulkan
kekuasaan.? Demikian bunyi dalil kuasa-pengetahuan Michel Foucault.
Kekuasaan di sini diasurnsikan tidak dapat terpusat pada suatu tempat atau
suatu pihak. Kekuasaan terbentuk dan terorganisir secara sangat rapischingga
membentuk semacam jaringan. Oleh karena itu, kekuasaan harus diperlakukan
dan dianalisis sebagai sesuatu yang beredar, sesuatu yang berfungsi secara
berantai.

Jalnan kekuasaan dan pengetahuan begitu kuatnya sehingga menurut
Foucault mustahil kekuasaan terselenggara tanpa bercperasinya entitas
pengetahuan. Sebaliknya, mustahil pula beroperasinya entitas pengetahuan
tidak menghasilkan efek kuasa. Pemikiran ini, seperti yang disimpulkan

2

Mighe] Foucault, Power/Knowledge Selected Interviews aad Other Wiritings 1972. 1977, diedit oleh
Colin Gordon (New-York: Pantheon Boaoks, 1980): hal. 98.
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Aditjondro®, menmimbulkan konsekuensi bahwa kondis: suati kekuasaan ruga

harus diselidiki dan produk-produk penpetahvan yang dumunculkan oleb
kekuasaan ity yang terangkum dalam suatu rapalt: wacana. Hobungan-
hubungan kekvasaan vang terbentuk dan menjadt iri sCrukiur sweato
masvarakat tak dapit dasusun, dimapankan dan diwuju |..l__| lanps pem-
h:“'-;.;;'.:..u. pendistribusian dan pemapanan wacana tertentu. Penyelengearaan
kekuasaan mensvaratkan adanya, apa yapg distilahkan Foucault sebagal,

~konomi wacana kebenaran yang beroperasi berdasarkan jalinan antara
pengetahvan dan kekuasaan. Masyarakat lazimnya c'._|tuml-1kk§n untuk
menjamin terciptanya kondisivitas bagi proses produksi ekonomi wacana
kebenaran.®

Dalam konteks yang sama, penguasa-penguasa modern ternyata
menyandarkan kekuasaannya pada suatu “ekonomti-politik kebenaran™.
Ekonomi politik kebenaran mempunyai ciri-ciri: kebenaran be1;pusat p‘ada
bentuk wacana ilmmah serta institusi-institusi yang memprodp}csmya; gairah
pada kebenaran tunduk pada perubahan ekonoru dan politik yang terus-
menerus; kebenaran merupakan objek dan distribusi dan konsumsi yang besar-
besaran {beredar melalui aparat-aparat pendidikan dan informast, dquan daya
cakup yang luas dalam struktur sosial yang bersangkutan? me;klpgn ada_
berbagai pembatas yang ketat); kebenaran diproduksi dan c}ldlsmbqsmap di
bawah kontrol segelintir aparatus ekonomi dan politik dommgn (umvemlFas,
milifer, media); kebenaran juga merupakan sasaran darn serangkaian
perdebatan politik dan konfrontasi sosial (arena pertempuran-pertempuran
ideologis).?

b. Wacana dan Praktek Delegitimasi

Perspektif kuasa-pengetahuan menyimpulkan bahwa penyelenpgparaan

kekuasaan sccara kontinyu membutuhkan sekalizus juga menghasilkan
pengetahuan-pengetahuan resmi atau “kebengran versi negara’ . Eiek-kunsa
vang dihasilkan oleh pengetahvan adalah dalam domain sunbolik-laen. 1a
Aiooddro. Gearge 1, "Pengeahuin-Penpetabuen Lokab Vang Tertind Gerakan
ganzan di lmalomesia Melall Bopdep *Kleioy Perppetabiain ™ Foooash " Kalam, ol i ]

| fogslt, o oz, hal 93
" Jhad k2l 1314132 1ihatpula Adujondro, op, ot hal. 60
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terwujud dalam berbizgai representasi wacana (buku, media-cetak, film, pidarm,
dan lain-lain) dan merupakan hasi dari praktek-praktek duskursif (implementasi
dan operasionalisas dimensi-dimenst wacana untuk mengnasilkan image, otra
dan efek-efek terteniu dalam presentasi tekstual masmam lisan)

Febenaran versi negara dalam tulisan ini dibahas datam konteks legitimasi-
delegitirmas: dan secara garis-besar dapat terangkum dalam prakiek
penggambiaran diri-negara secara positip (positive self-preseritation) dan prakiek
penggambaran pihak lain — lawan dari negara — secara negatip (neganve
other-presentation).® Legitimasi dan delegitimasi adalah aksi sosial kompleks
yang dapat dilakukan atau diperkuat dengan percakapan dan teks komunikasi.
Seperti yang dijelaskan van Dijk, keduanya sama-sama bersifat diskursif, dan
mampu membuktikan bahwa melalui kegiatan persuasl, suatu wacana dapat
menghasilkan efek perubahan format perilaku dan ideologi utama suatu
kelompok.” Jika kelompok-kelompok alternatif dapat dikontrol dan
didelegitimasi melalui wacana, kelompok dominan dapat memperkuat
hegemonunya dengan menguasai domain simbolik, yaitu kontrol terhadap
makna dan pikiran partisipan wacana.

Strategi delegitimasi dalam level wacana biasanya dilakukan ketika
perangkat-perangkat koersif, represif, dan mekanisme legallainnya tidak efektf
untik memarjinalisasi wacana alternatif ® Strategi delegitimasi ini dapat
dilakukan dengan beberapa cara.’ Fertama, dengan memfokuskan pada
konteks preduk, akses, dan penggunaan wacana. Cara in dapat dilakukan
dengan menggugat terhadap legitimasi anggota kelompok lain — biasanya
dilakukan oleh kelompok dominan terhadap para juru bicara kelompok
terdominasi, serta dengan merendahkan peran, latar belakang, visi,
pengetahuan, konsep, dan harapan-harapannya. Awak media dapat berperan
dalara level ini dengan menghalang-halangi akses kelompok degitimate ke
media massa, atau dengan merepresentasikan pthak-pihak tertentu sebagai
sumber berita yang unreliable.

' TeunA van Dijk, “Legtimacy™, fdeclogy: 4 Mulvidisciplinary Study (London- Sage, 1998, in Press),
hal. 5.

T Did

* id, hal 6.

* Ibid hal.6.7
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Kontrol ideolows yang efekuf terhadap kelomppk terdomir...'-.si adalah kgt:ka
kelompok diminin mampu mempengaruhi plklrannya raelaiui 111§kam5me
yang diistilahkan van Dyk sebagai “intenon_sasf’ ltC('|Z-!'r.2'.-l'-'.-.JI',. SLkE-ipflan
iden[ogi dominan. Contohnya adalah yang sering terjadi dalan d-.-lnam as,
eender atau ras, dimana kelompok terdonnnam_ secara (eris-mererus diserang
dengan wacana kelompok dominan atau pemenntah, hingga akhirnya mmbuh
kesadaran pada kelompok terdominasi 1fu bahwa mereka memang inferior,
pinggiran dan dlegiamate. |

Kedua, ketika akses kelompok alternatif atau terdominasi k_e wacana publik
tidak dapat dihalang-halang, delegitimasi te:rhad_apnya dapat dﬂa.kukan denggn
pembahasan di luar konteks, pemfokusan terhadgp SIMPLOM-SIMptom negatp
atau destruktif pada dirnt kelompok terdorminasi, penekanan terhadap
ketidakselarasannya dengan nilai-nila: umum. Serta dengan
mengimplementasikan strategl framung yang SpCSlﬁ].(‘ m;;zi.lnya der}lg:;'l
pendeskripsian secara negatif terhadap_klelompok laml(mlhtan, radikal,
komums dan lamn-lain). Delegitimasi juga dapat dilakukan dgngap
memanfaatkan tokoh vang otontatf dan /egizmate untuk membuat l_dam.ﬁk:iﬂt
evaluas) moral dan dakwaan-dakwaan terhadap kelompok munoritas seusal
terjadinya keributan politik.

Ketiga, delegitimas terhadap wacana kelompok terdom@am juga daPat
difokuskan pada beberapa kemungkinan efek wacana.IMisalnya.,ﬂdengdln
memprogramkan penyiaran pada jam-jam siaran yang tidak efe_kFu (media
televisi), pemuatan pada halaman tengah, bela}{ang, atau pada sisi halaman
yang kurang menarik (surat-kabar dqn n.'LaJala.h), menghambat prc_)sels
pengudaraan (radio), mempersulit distnt_;ua media yang d1a§1ggap r_adlkg ,
menghalangi masyarakat untuk mengikuti forum-forum diskusi dan lain-lain.

Pralkick-prakiek delegitimasi wacana alternatif ternyata tteaQi pula'dalgrq
realitas sistemn demokrasi yang mengedepankan kebebasan berbica ra. Hal ini
ecara esénsul terlihat pada beberapa hambatan yang dialamu kelompok
alternatit untuk mengakses ke wacana media, ke forum perdebatan yamE fair,
erta khususnya ke pikiran khalayak. Dalam kara-kata ~:i|1I":5|-_ ' socrad
political and ideolnzical conflict and cisis, it is vital that m .r.:*-bm of the
;'fgroug or memberof allied and neutral groups not be ‘infecied’ by rhe wicn-
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logical virus of the opponents.”"° Menjadi sangat problematis ketika disadar
hahwa delegitimasi terhadap wacana alternatif dengan cara-cara yan 2
manipulatif itu mempersulit konstruksi ideolog alternatif, serta rmenghambat
proses komumkasi dan persuasi yang fairdan seimbang,

Delegitimasi dalam ranah simbolik ternyata bukan hanya mengzhos|kan
cstablistiment suatu kekuasaan, tetapl juga dapat merefleksikan prekiek
dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan " Dalam domain komunikasi
politik, esensi kekuasaan tidak hanya diperlukan dalam konteks politik,
ckonomi atau sosial saja, tetapi juga dalam konteks simbolis. Suatu wacana
dianggap dominan dan legitimate karena ia mempunyai otoritas, presiise,
dan oleh karena itu diasosiasikan sebagai kebenaran. Politik, mediz massa
dan ilmu pengetahuan dianggap menjalankan kontrol 1deologi karena wacana
yang muncul di dalamnya terlegitimasi oleh kontro! kriteria kebenaran, seperti
informasi, fakta, dan keahlian. Tidak adanya fakta, tafsir dan informasi
tandingan dan wacana alternatif, dapat menghasilkan efek self-legitimating
bagl wacana dominan. Hal ini terjadi karena kelompok dominan menguasai
akses tunggal terhadap sumber-sumber simbolik yang disebut sebagai
pengetahuan otoritatif dan pendapat otoritatif 12

Praktek delegitimasi akan sangat efektif jika dilakukan dalam suatu
keselarasan dengan common sense, norma, nilal, dan ideologi yang berlaku
secara umum, Kesimpulan ini dapat digunakan untuk memahami perilaku
kelompok dominan yang cenderung mengontrol institusi yang mempunyai
«kses khusus terhadap ilmu pengetahuan, kebenaran dan opini, seperti uni-
versitas, laboratorium, birokrasi, dan lain-lain. Lembaga—[embaga 1ni
mempunyal otoritas yang sangat khas dan kuat, bahkan didefinisikan sebagai
“klaim kebenaran”. " Klaim kebenaran inj bukan hanya karena mercka
mempunyai akses preferensial terhadap wacana publik dan kontrol media,
tetapi terlebth-lebih karena mereka mempunyal output yang bersifat /ncontro-
vertible, reliable dan scientifc, Cutpuryang demikian ini mempunyal asosiasi
yangkuat terhadap kebenaran, sehingga pada taraf tertentu dapat disejararkin
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dengan norma, mlaj atau ideologi. Kelompok dominan sering memanipulasi
otoritas atau status lembaga-lembaga il urstuk melegitimasi wacana dan klaim-
klaim politik mereka.

De-Soekarnoisasi Dalam Wacana Politik Orde Baru

Bagaimanakah sebenarnya sikap rejim Orde Baru terhadap Bung Karno? Hal
ini tergambar dan falsafah yang dipegang Soeharto sebagai representasi terkuat
rejim Orde Baru dalam menghadapi Bung Karno. Dalam berbaga: kesempatan,
Soeharto selalu menegaskan bahwa sikapnya terhadap Bung Karno didasarkan
pada falsafah miku! dhuwid mendhem jero, sebuah falsafah dalam budaya
jawa yang mengajarkan bahwa “anak harus melestarikan kebaikan dan
kehormatan orangtua, serta bersedia mengubur dalam-dalam kesalahan-
kesalahannya."™ Negara diasosiasikan sebagai sebuah keluarga, Bung Karno
dan para pejuang pendahulu bangsa lainnya sebagai orangtua, dan generast
yang lahir sesudahnya sebagai anak. Generas: yang lebih muda berkewajiban
uniuk menghormati para pendahulunya dengan mewarisi kebaikan-kebaikan
vang ditinggalkan dan melupakan semua keburukannya. Dengan demikian,
segenap elemen Orde Baru juga harus dapat menghormati dan menjaga nama
Bung Karno sebagai pendahuiu bangsa.

Perscalannya kemudian sejauh manakah konsistenst rejim Orde Baru
terhadap falsafzh itu. Rejim Orde Baru menunjukkan komitmen untuk
menghormati Bung Karno dengan membangun Tugu Proklamator sekaligus
mengakuinya sebagai Proklamator Kemerdekaan RI, menggunakan namanya
— bersama nama Bung Hatta — sebagai nama bandara udara terbesar di
Indonesia, memiigar makamnya, dan lain-lain." Sebaga: penguasa Orde Baru,
Soeharto tidak memenuhi tekanan banyak pihak di sekitar tahun 1966 —
mahasiswa, militer, dan kelompok-kelompok anti-Soekarno —untuk mengadili
Bung Karno berkaitan dengan kemungkinan keterlibatannya dalam peristiwa
G 30 S PKI. Sikap imi konon merupakan wujud kesungguhan Soeharto untuk
mirkul dhuwarr mendhem jeroterhadap Bung Karno.

eharmn, Soelamn Fieran, Usapan dan Tindakan Sayad Blograti), sepern vang dirusuriean pada G
Dwipsyana dan Ramadhan K. H., Cira Lamtoro Guag Fersacs, 1989, him 160
" Untuk lebih jefasnya dapat dilibat dani penjelasar yang diberikan Soeharto dalam /b/d., hat 246-247,
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Namun di sisj lain, ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa rejim
Orde Baru cenderung inkonsisten dan ambigu dalam muku! dhuwir mendhem
Jero terhadap Bunz Karno. Kecenderungan ini terutama sekali terpqe bar
dalam persepsi unsur-unsur rejim Orde Baru tentang peranan Bun.'a.’{..u no
dalam G 30 S/PKI. Fenomena penerbitan buku putih berjudul Gerakan 30
Sepfen?ber: Lemberontakan Partai Komunis Indonesia oleh Sekretariat Negara
sangat jelas menunjukkan ambiguitas itu. Meskipun tidak satu kata pun dalam
bul;u tersebut yang menyatakan keterlibatan Bung Karno dalam G 30S/PK]
sulit unrpk dipungkiri bahwa uraian-uraian tentang sikap dan perilaku Bung'
Karno di dalamnya cenderung menggiring masyarakat untuk menyimpulkan
bahwa Bung I_{arno “terlibat”. Apapun alasannya — meluruskan sejarah
merpben pchldikan politik atau yang lainnya — perlu dipertanyakan apakal{
hal itu sesual dengan komitmen Orde Baru untuk msku/ dhuwur mendhem

Jeroterhadap Bung Kamo.

Raghmawati Soekarnoputri pernah menyimpulkan adanya dualisme sikap
Pemernintah QOrde Baru terhadap Bung Karno. Di satu sisi, Pemerintah
mgngakui Bung Karno sebagai pahlawan dan proklamator kemerdekaan, di
sistlain, Pemerintah mengijinkan terbitnya buku-buku yang mendiskreditléan
dan merusak nama baik Bung Karno, membiarkan pihak-pihak yang
raenebarkan persepsi bahwa ia komunis, serta melarang berdirinya Universi-
tas Bung Karno." Pararel dengan pendapat Rachma, Harian Merdekapernah

berpendapat bahwa negara Orde Baru men
_ ggunakan standart ganda dala
bersikap terhadap Bung Karno. ’ "

D_uali;me i Juga tersirat dari pendapat Karen Brooks yang mendefinisikan
politik rejim Orde Baru terhadap Bung Xarno sebagai politik containment

and cooptation. Menanggapi implementasi falsafah rmiku dhy wurmendhem
Jero, Brooks menyatakan:

L& - s .
Berita Utama: “Suara Anak, Isted, Cucu”, £diitar, 24 September 1988, hat. 15.

-
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“  Speharto menerapkan duz pendekatan yang berbeda terhadap Bung
Earmio 1o secara diam-diam berusaha mendskreditkan Bung karno dan
mengoatee! pengarubinya yang mith sangat kual. Bt ka taktik i kurang
bethiasil, Socharto berusiha untok mewarsii populintas Bung Karme dengan
rrenempatkan diri sebagai bagian dan kontinum yang telah digerakan oieh
Lepemimpinan Bung Kamo. Kombinas) antara penali dan penghurgaan
ini menjadi ekspresi dasar dari falsafah mu/ dhuwur mendiem Jero yang
dipegang Socharto, 1a dapat menunjukkan penghormatannya kepada Bung
Karno sekaligus membelenggu mitologi-mitologl temang Bung Karno dengan
sclalu menekankan bahwa Bung Karno telah melakukan berbagai

kesalahan . o

Suatu hal yang sulit disangkal bahwa selama era Orde Baru, rejim Soeharto
telah melakukan berbagai usaha untuk menetralisiy, menegasikan dan
menghapus peran sejarah, pengaruh, mitos dan simbol-simbol tentang Bung
Karno. Usaha inifah yang kemudian dustilahkan sebagai De-Soekarnossasi.
De-Soekarnoisasi tidak hanya dilakukan dengan praktek-praktek yang manifes,
misalnya dengan memangkas pengaruh Bung karno dalam tubuh birokrasi
dan menyingkirkan perwira-perwira Soekarpois dari tubuh militer”®, tetapi
juga pada ranah simbolik-laten, yakni dengan menegasikan ajaran-ajaran Bung
Karno, mengingkari kontribusi-kontribusi ideclogisnya, serta dengan
mencipiakan gambaran yang dlegitimate dan unfzvourable dalam setiap
wacana tentang Bung Kamo.

T eneharto has taken different approaches toward Sukarno. He has quietly encouraged efforts to
discredit Sukarno and worked 10 control the strength of Jus legacy: When this ractic has proven unfruit-
ful Soeharto has tried to co-apt his predecessor’s popularity by presenting himself as part of the con-

i Hdd Sk s Jeu dershup set lo motor. This alternation befwert FrlLirie i ceopesil
fax fDued i leme cgession in Soeharo s mikzy dinsiene f et AT G ey dcan appcds
Savalrogs i his T w0 honor Sukarme winle frmtang [ FormeT presasan fa yefolngrcal st i
st dhas b had nade mestakes)” Karen Brooks , "' The Fustle of Ghosta, Fung Lemo m 11
Lidomesia Mew Crldes ' Indonesia, (80, 1994, hal. 9
" Tenang peryingdiran perwira-perwira yang loyal terbadap Bung Karno Can tibail mitiler fnutmeiit
Jat Ak Zaru Anar, Kisah Pers Indopesiz 1966-1974, LEES, 1995, hal 134, seria Mohbir Bazoed,

E xonomi Dan Seruktur Politk Orde Baru 1966-1971, LP3ES, 1985, hal, 154
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a. Periode Yang Penuh Pembatasan: Enforced Silence (1970-1978)19

?_1!'.:_1;: Farno meninggal duma pada 21 Juni 1970. Sungguh tragis nasib
;_’_ro}.lamator Kemerdekaan Indonesia 1ni di penghujung hidupnya. ia
dlgu}ingkan dan kursi kepresidenan, dicaci-maki, “dirumahkan” éian
menqlggal dunia dalam kondist menderita secara fisik dan mental. Déngan
kond_151 kemgtian Bung Karno yang demikian itu, menarik untuk mengkaji
bagaimana sikap Soeharto terhadap kematian Bung Karno. Tentang hal ini
Brooks berpendapat: ,

'Spehartp sangat hati-hatl dalam menghadap Soekarno setelah G 30 § 1965,

Di satu sisi, ia membiarkan Bung Karmo berusaha mempertahankan pengaruh
politiknya, sedangkan di sisi lain, secara diam-diam dan perlahan-lahan
mengh_antarkan rejim Bung Karno ke arah kehancuran. Soeharto
menunjukkan sikap yang haius sekaligus licik dalam menangani isu-isu
kematian Bung Karng.”

Seperti yang diwasiatkan oleh Bung Karno sendin, keluarga Bung Karno
memut_uskan untuk memakambkan Bung Karno di Batu Tulis, Bogor, Namun
sebagai penguasa Orde Baru, Soeharto berkehendak lain. Bogor dianggap
terl;_.lllu d_ekat dengan Jakarta sehingga pemakaman Bung Karno di Bogor secara
poliis tidak menguntungkan rejum Orde Baru. Soeharto juga menolak usul
pen@qman Bung Karno di taman makam pahlawan Jakarta, dan justru
memilb Blitar sebagai tempat pemakaman Putera Sang Fajar. Blitar, tempat
asal orangtua Bung Karno dianggap tempat vang paling “aman” untuk
memakar_nkan Bung Karno. Keputusan Soeharto ite dapat dilihat sebagai sikap
yang u iizvourableterhadap Bung Kamo. Namun Soeharto jnga menunjukkan
sikap yang favourabledengan mengumumkan hari berkabung nasional untuk

[k} .
Palam _:--.-nf.'l-.-:l;.-n_ yang telab dilakukannya, Brooks menemukan perbedaan sikap dan perlakuan rejim
L_Jnl:- Baris berhiadap Bung Karno antara periode 1970-1978 dan pertode 1978-1980. Perinule pertaims
daistilabkan Brouks sebagai periode enforced sifence dan diwarnal dengan sikap polink rejim Orde

culangian perinds foodus
W T L o 1 3
i '-:m' meterbuvian yang dawermin dengan perlainian ara sikap polik
¢ Bary terhadin Buimg Ko yang lelab berubah menjadi bsh pesimoink dan Sooomble
hal 8449,
3
L N T PPy S——— P ] il
cfrARE AT T P G e e fo Sk ad'er Dhe Do, «li g A premcier
¥ - . > - g ! T, -l ph - + L ! ’ ; : 3
AT any o8 Hhe At mppres of power wille wenkowd quvcsly sy patenty i Anmg i
gt oo e, Presaolen Soe et ohewed e dedivacy ang slvreswsaiat o) deadogy warh the conney

o5 Sukaroo’s death. "Iivg, hal. 65
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menghormati kepergian Bung Karno dan menyelenggzarakan upacara
pemiakaman secard militer.

Keputusan vang chiambil Sochartoberkaitan dengan momentum kepergian
Bung Kamo im memperkuat sikap dasarmyvs terhadap Bung Kamo. Kepuisan
ini menunjukkan beberapa hal yang sangat signifikan: tendensi untuk

menciptakan saluran kanalisasi kekecewaan-kekecewaan yang timbul akibat
kejatuhan Bung Kame, tendensi untuk menghindan munculnya tuduhan
bahwa Soeharto udak menghormati dan tidak berterima kasth terhadap Bung
Karno sebaga) senuornya, tendens: uptuk menempatkan din sebagai bagian
dan sebuah kontinum kekuasaan yang telah sejak awal dipolakan oleh Bung
Kamo.” Menyadari bahwa luka akibat pertumpahan darah akhir dekade 60-
an sangat mendalam, Soeharto memberikan priontas lebih terhadap situasi
ekplosif yang tercipta dan sangat hati-hatt dalam mengeluarkan konsensus
baru. Pada saat yang sama, Socharto secara perlahan-lahan berusaha
mengeliminir dampak-dampak dan setiap keputusan politik yang diambilnya.
Halini dapat terlihat dani sikap rejim Orde Baru terhadap momentum kematan
Bung Karno. Teks pidato pemerintah dibuat sedapat mungkin seimbang
terhadap kebaikan dan keburukan Bung Karno, upacara pemakaman
dilaksanakan sesingkat mungkin, dan tempat pemakaman dipilih dengan
pertimbangan utama agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Dengan kata lain, Soeharto berusaha untuk sekaligus menghormati dan
mengontrol pengaruh Bung Karno. Taktik imi dipertahankan Soeharto selama
duapulul tahun memimpin Orde Baru.”

Brooks mencatat bahwa setelah “periode” wafatnya Bung Karno itu, negara
Orde Baru melakukan gerakan netralisasi tethadap hal-ha! yang mencerminkan
pengaruh Bung Karno. Selama awal dekade 1970-an, diskusi tentang Bung
Karno sangat dibatasi. Sebuah larangan tak resmi diberlakukan terhadap
publikasi tultsan-tuhisan pobtik Bung Karno. Nama presiden pertama Indone-
sia ini jarang, atau bahkan tidak pernah sarma sekali, disebut-sebut oleh unsur-
unsur rejim Orde Baru. Meskipun keyakinan bahwa Pancasila adalah falsafah
vang dirnmuskan oleh Bung Karno telah mengakar kuar dalam skema

mierpretas; mayortas bangsa Indonesia, referensi yang mienghiutkan Bung
"' fbid hal 66,
v ofbd
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Karno dengan Pancasila hampir sepenuhnya diingkari oleh negara Orde Baru.

Selain itu, negara Orde Baru juga membiarkan C.A. Dake, ilmuwan politik
dan Freie Universitaat Bonn, mempublikasikan buku kontroversial berjudu]
Ipdones:ﬁ the Spirit of Red Bantengyang menyimpulkan bahwa aktor utama
dibalik G 30 S/PKI 1965 adalah Bung Karno dan bukannya PKJ. Setahun
kemudian Dake juga mempublikasikan buku The Devious Dalang: Sukarno
and the So-Called Untung Pustch; Eyewitness Report by Bambang S,
.W}'ay;marko yang memperkuat kesimpulan dalam buku pertama tadi, Dari
Judulnya saja telah dapat diduga bahwa dua buku ini provokatif dan
delegitimatif terhadap Bung Karno. Perlu digarisbawahi bahwa peredaran
dua buku ini baru dinyatakan terlarang tahun 1990 setelah sempat berlangsung
selama 17 tahun.

b. Periode Rehabilitasi Diam-Diam: Reticent Rehabilitation
(1978-1980)

Dalam sebuah acara ulang tahun PDI tahun 1978, Alj Moertopo
mengumumkan rencana Presiden Socharto untuk memugar komplek makam
Bung Karno di Blitar. Dalam pandangan Brook, momentum ini menandai
bf:rakhj,rnya periede enforced sifencedan dimulainya era kemunculan kembali
kisah atau kenangan tentang Bung Karno dalam wacana publik dan dalam
realitas psiko-histons masyarakat Indonesia.

Tika bertolak dari perlakuan rejim Orde Baru terhadap Bung Karmo pada
masa sebelumnya, rencana pemugaran makam Bung Karno itu tentu sesuatu
hal yang kontroversial dan mengundang kecurigaan. Ada beberapa prediksi
Srooks tentang hal ini.® Pertama, pemugaran makam Bung Karno itu benar-
cenar merupakan wujud penghormatan pribadi Soeharto kepada Bung Karno.
Aedua, rencana itu merupakan bagian dari strategi untuk n ienghadapi pemilu
1992, Fencana pemiigaran ini bagaimana pun merupakan refleksi sikap yang

fvourabie terhadap Bung Karno. Brooks memperkirakan di halik sikap ing,
i eendenst polins notuk menctralisasi kekecewaan kalanpan “lovalis Bung
Karno" atas sikap negara Orde Baru terhadap Bung Karno sebelumnya
Kekecewan ini dapar menimbulkan sikap a priori, bahkan antipati terhadan

B Ibid, hal. 66-67.
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partai pemerintah (Golkar), dan sebaliknya menimbulkap dorongan untuk
memilih partai politik yang “berseberangan” dengan pemenntah. Dengan kata
kain, kekecewaan itu dapat menjadi kendala Golkar untuk memenangkan
pemilu. Ketigs, rencana yang dapat menemibulkan efck rehabilitasi nama
Bung Karno bertujuan itu untuk mengahhkan perhatian masyarakat dari aksi-
aksi protes mahasiswa yang cenderung semakin semarak tahun 1977.1978.

Rencana pemugaran makam Bung Karno im menimbuikan dampak cukup
besar terhadap wacana politik nasional. Membicarakan Bung Karno tidak
ditabukan lagi, dan simbol-stmbol Bung Karmo dibiarkan muncul dalam
berbagai bentuk. Sungguh mencengangkan bahwa tidak kurang dari tiga puluh
buku tentang Bung Karno diterbitkan dalam jangka waktu kurang dari setahun.
Media massa sibuk dengan laporan dan tulisan tentang Bung Karno. Gambar-
gambar Bung Karno dicetak dalam berbagai medium: poster, sticker, T-Shirt,
topi, dan lain-lain; yang dijual bebas di sudut-sudut jalan, trotoar, supermar-
ket dan lain-lain. Diskusi-diskusi tentang Bung Karno juga tidak mendapatkan
hambatan yang berarti, sehingga gambaran Bung Karno benar-benar
medominasi wacana pubhk.

Istilah reticent rehabiitation memang tepat untuk menggambarkan periode
ini. Citra Bung Karno semakin membaik akibat sikap negara Orde Baru yang
semakin positip terhadap Bung Karno. Sikap ini sangat kondusif bagi lahirnya
wacana-wacana tentang Bung Karno yang melibatkan banyak kalangan.
Sentimen Sukarnoisme merebak lagi di semua lapisan sosial, dan terjadi
eskalasi idealisasi terhadap Bung Karno di kalangan generasi muda.
Perkembangan-perkembangan ini pada gilirannya memicu kekhawatiran
sekaligus kewaspadaan di kalangan rejim Orde Baru,*

¢. Menegasikan Bung Karno Dalam Kontroversi Politik

Peniode reticent rehabilitation mulai berakhir awal dekade 80-an dengan
munculnya beberapa kontroversi tentang Bung Kamo.Adalah Rosihan Anwar,
seorang wartawan senior dan “lawan politik” Bung Karno di era Orde Lama,
yang memulai kontroversi dengan melansir tulisannya di hanan KormisasSep-
tember 1980. Dengan membandingkan gaya kepemimpinan Bung Karno

' Ibid, hal 67

14 JSP * Vol. 2, No. 1, Juli 1998

Agus Sudibyo De-Soekamoisasi Dalam Wacana Resmi Orde Baru

dengan Bung Hatta, Rosthan Anwar melontarkan gugatan terhadap konsistensi
Bunz Karno sebagai pemimpin bangsa. Dengan mengutis buku John Ingleson
lentang searah gerakan nasionalis Indonesia, ia menyatakan bahwa ketika
heraca di Penjara Sukamiskin tahun 1933, Bung Karno pernah mengirimkan
il surt permohonan 2 mipunan (pembebasan) kepada Penienintah Belanda

alam sural iy, seperti yang diuraikan Rosihan Anwar, Bung Karno berjanii
untiek ndak aknl lag dalamn kegiatan politik jika Pemenntah Belanda bersedia
membehasikannya.

sebuzh mlisan vang menghebohkan tentunya. Tak pelak, debat publik pun
tak terhindarkan, Kalangan dekat Bung Karno, intelekrual, sejarmwan.
mahasisua, dan kalangan politik turutberbicara, memberikan mterpretasi dan
argumentisi masing-masing. Namun, harus diaku bahwa mayoritas
rasyarakas spesimistik terhadap tuduhan Rosihan Anwar, Mereka umumnya
memperzoalian sist etis tuduhan ity, relevansinya bag sejarah dan masa depan
bangsa, keotentikan dokurmen-dokumen yang digunakan, bahkan ada yang
memiungai adanya kepenangan politik tertentu di balik munculnya tuduhan ifu.

Setahunsetelah kontroversi “Sukamiskin®, khalayak nasional dihebohkan
lagi oleh artikel berjudul “Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara” yang
ditulis Nugroho Notosusan to, Kepala Pusat Sejarah Militer ABRI, di majalah
Sinar Harapan3 Agustus 1981, Dalam artikel ini, Nugroho menyatakan bahwa
Bung Karno bukan orang pertama yang merumuskan lima prinsip Pancasila,
dasar negira Indonesia. Bung Karno hanyalah orang yang memunculkan
t=ulah Pancasila. Berdasarkan buku susunan Mohammad Yamin, Nugroho
menyunpilkan bahwa perumus utama Pancasila adalah Muhammad Yamin,
Supoman, bar kemudian Bung Karno. Bertolak dari premis ini, Nugroho juga
menpguget keabsahan fanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasia.™

‘enarik untuk dicatat, bahwa premis yang merupakan re-evaluasi terhadap
sejardh Pancasila i pamalel dengan perubahan kebyakan yang ditunjukkar
renim Orde Baru. Seperti diuraikan oleh Brooks , Soeharta menghapus
permgatan lzhimya Pancasila pada tanggal | Juni, dan melarang semua bentuk
peringalin pada wnggalitu. Ketika artikel Nugrohs itu dilansin, MPR bahkan
telah tiga kali (1965, 1973, dan 1978) memutuskan bahvw i rumusan Pancasila

23

fbrd., hal, 72.
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yang legal dan otentik yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 tidak
meliputi pemikiran Bung Karno tentang internasionalisme dan rumusan
pemikirannyz yang lain.* Pada saat selanjutnya, secara transparan rejim Orde
Baru mengabsahkan premis Nugroho di atas. Tahun 1980, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan artikel Nugroho itu menjadi
sebuah bookler 69 halaman yang dijadikan bacaan wajib bagi para guru
pengajar pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila).”

Dalam kaca mata Brooks , tindakan Nugroho di atas mendapat “restu”
Pemerintah, sebagal bagian dari usaha untuk menciptakan “keseimbangan”
perspektif tentang Bung Karno. Dengan kata lain, peningkatan idealisasi
terhadap Bung Karno di kalangan loyalis Bung Karno dan generasi muda,
diimbang! dengan usaha-usaha untuk menegasikan makna penting sang
prokiamator ini dalam konteks sejarah Bangsa Indonesia. Kebangkitan
kekuatan nostalgik terhadap Bung Karno dan semakin kuatnya mitos-mitos
tentang Bung Karno dalam realitas psikologis masyarakat sekitar tahun 1978
cukup mengkhawatirkan rejim Orde Baru, sehingga Nugroho diinstruksikan
untuk melakukan counterdengan cara menciptakan gambaran-gambaran yang
dlegitimate tentang Bung Karno.”

Brooks semakin yakin dengan kesimpulan tersebut tatkala melihat realitas
bahwa ditahun 1968, Nugroho bersama dengan Ismail Saleh juga melakukan
praktek delegitimasi terhadap Bung Kamo. Mereka meluncurkan buku The

Coup Attempt of the Seprernber 30 Movement in Indonesia yang secara garis
besar berisi kesimpulan rejim Orde Baru bahwa PKI adalah kekuatan di balik
peristiwa G 30 S/ 1965 yang telah diben kesempatan oleh Bung Karno untuk
berkembang pesat pada akhir dekade 50-an dan awal dekade 60-an.”® Tahun

* {bid Dengan mengutp Oey Hong Lee, Brooks memberi tangpapari teniang hal iy, * _the Pancasifa so
crusial to New Order rule is not the same as that elicidated by Sukarno in 1945.”

" Dua munggu setelah pemuatan artikel Nugroho itu, iepatnya tanggal 17 Agustus 1980, Institur Sukarmo-
Hatia menguminikan “ Deklarasi Pancasila” yang berisi pernyataan penegasan bahwa tanggal 1 Juni
merupakan han lalusnys Pancasila, Deklarasi ini ditandatangi 17 tokoh masyarakar, diantaranya adadah
Jusut Hasyim {perumpin PPP), Usep Ranawijaya {(pemimpin senior PRI}, H R, Dharsono (mantan
Sekretans Jenderal ASEAN) dan Jenderal (purn) Hogeng (purmawirawan Polis)) Deklarasi ini dibacakan
d Monumen Sukarno-Hawa, Jalan Proklamasi Jakarta 7:id., hal. 73

¥ foud, hal. 74

* IBid hal. 73. Buku ini merupakan reaks! atas analisis yang dibuat Bens Anderson Rith McVe: Prefim-
nary Aagalysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia yang menyimpulkan bahwa AGEuh yang
memjadt pemain utama dalam penstrwa G 30 5/1965.

16 ISP e Vol. 2, No. 1, Juli 1998

A .
gus Sudibyo De-Soekamoisasi Dalam Wacana Resm; Orde Bary

1978, Nugroho memimpin tim yang bertugas men '
Tahun 1965. Buku yang tidak sempat dipﬁbhkasikyz-iusn l:;l.l iuéumpli];bmcjlzs
yang lfcu_ra‘.ng lebih serupa c_iengan kesimpulan buku di ata:'s. Meskipun lfeduz
buku ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Bung Karno terlibat dalam
G308/ 1965, uraran bahwa PKI berkembang di bawah lindungan Bung Ka
yang _ada_da_ dalamnya meusiratkan tendens; untuk menyhnpulkangbahmo
penstiwa 1im mustahil terjadi tanpa “resty” Bung Kamo. -
Tapi be_m:irkah Pemerintah berada di balik usaha-usaha Nugroho itu? Brooks
menganalisis hal ini dengan bertolak pada perkembangan karir Nu h
seteiah berhasil melakukan usaha-usaha itu. Meskipun premus-premisn e
menyudu_tkan Bung_ Karno dikecam oteh banyak pihak, I\Jrugrohga tﬁg

hingga SLTA.

dalTendeml delegitimasi rejim Orde Baru tethadap Bung Karno juga tercermin
t am pemyataampem_yataap para aparatnya yang terlibat dalam perdebatan
entang Bung Karno__dl media massa. Berikut ini dibahas beberapa kutipan
pe;r;yataan aparat refim Orde Baru yang bernada provokatif dan konfrontatf
‘ . LT I

erhadap Bung Karno dalam kaitannya dengan isu-isu politik(/ideologis) yang
muncul dalam wacana media.

.].Dalam suatu kes_empatan wawancara dengan Forum Keadilan, ketua tim
]:;I:I. V1 :isun buku putih tentang G 30 S tahun 1965, Menteri Sekretaris Negara
vioertono, mengeluarkan statemen yang san 1 :
v DEng gat provokatif terha
Kkarno, seperti berikut: ’ nedap Bong

“Ya, menurut saya, dia (Bung Kamno, ia ti
' , pen) serteng sama PR, Wong dia tidak
mau membuba{kan PKI......Apakah dia memproklamasikan kemerdekaai'r‘
Iya. Apakah dia membikin konsepsi Nasakom? Iya. Apakah waktu PKi
berontak Bung Karqo tdak membubarkan PKI? Iya. Itu saja penilaian saya
21;: Eung Karno c‘i:ic;afut kekuasaannya oleh MPRS? Iya. Nah Joglkanya‘
ak orang yang tdak bersalah tiba-tip ' ' ’
o Mungkjn_"” 2 kekuasaannya dicabut oleh MPRS?
_
R . .
Saya Tidak Berani Menghukum Bung Karmo”, Forum Kradifan, 27 Okrober 1994, him. 21

-
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Perlu digarisbawahi bahwa masyarakat dapat menerjemahkasn perTi yataan
Moerdiono ini sebagai refieksi sikap Pemerintah terhadap Sang I'roklumator,
karena Moerdiono tidak secara tegas menempatkan diri sebagai pribadi ketika
mengemukakannya.

Bukan sekali ini saja Moerdiono mengeluarkan pernyataan provokatif
terhadap Bung Karno. Menanggapi muncuinya “Barisan Soekarno” di
panggung politik Orde Baru yang tampaknya notabene akan bergabung dengan
PDI, Moerdiono menyatakan:

“Mesti diingat, Soekarno selalu membasmi - dengan cara menahan — lawan-
lawan politiknya. Bahkan, R.A.J. Soedjamun dan HAMEKA pun di tahgn
i2 menyebut dirinya. Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi atau
Panglima Tertinggi ABRI. Ttu kan gambaran dari absolutisme kekuasaan ...
Soekarno selalu memakai pakaian militer dengan tanda pangkat yang dikarang
sendiri. Padahal dia bukan militer. Sedang Pak Harto yang remang mj_lne.r
lebih suka pakai baju sipil saja ... mesti ingat, ajal;fm Bung Karno juga
menyengsarakan rakyat negeri ini. Ini fakta sejarah.

Realitas lain vang tak kalah menarik adalah sikap rejim Orde Baru ketik_a
Kol. (Purn) Soegiarso Soerojo mempublikasikan buku Siapa Menabur Angin
Alkan Menuai Badaitahun 1988. Buku ini sarat dengan klaim dan tudghan
bahwa Bung Karno seorang Marxis, komuns, serta terlibat dalam G _3(_) S/
1965. Cukup mengherankan bahwa diantara para aparat negara sendm‘udak
ada singkronisasi persepsi tentang suatu hal sangat substansial, sehingga
penilajan-penilaian yang mereka iontarkan justru cenderung memperkeruh
polemik yang terjadi.

Di satu sisi, Moerdiono dengan tegas menyatakan, “Secara politik Bung
Karno pasti disalahkan. Buktinya ada Tap MPRS tahun 1967, yang mencabut
kekuasaannya dan tidak diterima pelaksanaan Nawaksara-nya.”” Dengan
mengutip hasil Sidang MPRS (1967), Ketua BP-7, Qetoyo Oesman, juga
menyatakan:

% «Nostalgia PNI Gadungan”, Editor, 28 September 1991, hal 23
% w40 Soal-Soal Sekitar Bung Karmo”, Editor, 1 Oktober 1988, hal. 8.
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“Ttulah kesalahan (Bung Karno, pen) yang bertautan dengan Peristiwa G 30
5/PHI. Yakni, kesalahan di bidang politix dan kesalaban yuridis Dua
arsalalian e vang mienyebabkan Bung Karms dikoreks oleh wakd mkyarc
ang duduk dalam [Eobaga rectingm negara MPRS di dahun 15967, Saya
sebagas oring BP-7 haris ohjekuf .. Apa yang saya kemukakan ini saya weibnd
dam fkma-fakta yang terjadi dalam Sidang Isomewa MPRS zhun 1967

Menurut Jaksa Agung, ketika itu dijabat oleh Sukarton Marmosudjono,
substansi buku karya Soegiarso itu tidak mengganggu ketertiban umum
sehingga tidak perlu dilarang. Tentang tuduhan Soegiarso terhadap Bung
Karno, Sukarton berpendapat, “Sebagai proklamator (Bung Karno, pen)
dihargai. Tetapi sebagai insan politik, tentu kita harus objekaf. Jangan ditutup-
tutupi jelekaya. .. .. Kita harus objektif. Fakta-fakta sejarah tidak bisa ditutup-
tutupt ...."™

Namun tidak semua unsur rejim Orde Baru mempunyal kecenderungan
yvang demikian terhadap Bung Karno. Dengan pendekatan yang berbeda,
Menteni Dalam Negeri Rudini mengungkapkan komitmennya untuk mzdeu/
dhuwur mendhem jero terhadap Bung Karno sebagaimana terhadap
pendahulu bangsa yang lain. Menggaris-bawahi perlunva semua pihak
herpegang pada falsafah jawa 1 dalam menghadap Bung Karno, Rudim
menyatakan, “Setiap orangtua ada saja kekurangannya. Tapi, apa ada anak
memaki-maki Bapak? .... Apalagi orangtua it telah meninggal dunia.”*
Senada dengan Rudini, Kassospol ABRI Letjen Harsudino Hartas
mengingatkan:

“Adalah durhaka mengungkit-ungkit persoalan orangtua yang sudah

meninggal dunia”.... alangkah tidzak baiknya, orangtua (Bung Karno)
diundhat-undhat (géiungkit-ungldt) kesalahannya — apalagi oleh bangsa yang
ber-Pancasila ...."

L1] jb}d.

¥ Forum Keadian, op. ¢t hal. 12

¥ Ipid, Hal 9.

¥ [bid.
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Cukup mengherankan bahwa terhadap masalah yang sangat krusial seperti
persoalan kedudukan Bung Karno dalam sejarah bangsa tidak ada kesamaan
persepsi dan pandangan antara onsur-unsur pemerintabzn, Tuduhan babhwa
Fung Karno terlibat dalam G 30 S/1965 ini tentu saja bukin hal yang sepete.
Tuduhan ing berkaitan dengan kepastian sejarah, harga dini bangsa, das persepsi
generasi penerus bangsa terhadap pablawan dan masa Jalu bangsanya. Generasi
penerus diharuskan belajar pada sejarah, lalu bagaimana jika sejarah itu sendiri
masih sarat dengan ketidakpastian dan kesimpangsiuran?

d. “De-Soekarnoisasi” Dalam Buku-Buku Pendidikan

Penafian peranan dan kedudukan Bung Karno dalam sejarah bangsa juga
terjadi dalam buku-buku teks pendidikan. Untuk melihat hal ini, dapat disumak
kajan yang pernah dilakukan Barbara Leigh terhadap buku-buku teks
pendidikan tingkat dasar hingga SLTA di Indonesia.”” Wacana politik Orde
Baru tentang Bung Karno ternyata juga dapat dipelajari dan konstruksi kisah-
kisah sejarah Bung Karno dalam buku teks pendidikan. Kajian ini bertujuan
untuk melihat bagaimana kerangka berpikir dan basis interpretas: tertentu
ditonjolkan dalam praktek pendidikan, baik pada dataran teoritis-tekstual
maupun dataran teknis-praksis, serta kemungkinan dampak-dampak yang
ditimbulkannya.

Pada saat menjabat sebagai Menten Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho
Notosusanto pernah dunstruksikan oleh Presiden Soeharto untuk merevis:
pelajaran sejarah sekolah dengan menekankan instabilitas politik di era
kepemimpinan Bung Karno tahun 50-an. Instruksi i konon bertujuan agar
generasi muda tidak melihat yang benar sebagai salah, dan sebaliknya yang
salah sebagai benar® Berawal dari revisi inilah kemudian bermunculan
konstruksi-konstruksi yang wu@vourable tentang Bung Karno dalam buku
teks sejarah untuk pendidikan dasar hingga menengah.

¥ Barbara Lz, *baks 1z The Indonesian State: The Role of School,” £ILLA, Vol 25 Weater 1991, hal
17-43.

¥ fstrukst seperti dijelaskan oleh Menko Kesra Alamsyzh Ratu Prawwanegard dilam Svdney Morm-

1 Aerald, 4 Maret 1987, sepert dikutip dalam fuzd., Hal, 28.
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Penggambaran yang unfavourableterhadap Bung Karno diidentifikasi Leig
dalam buku teks 7yga Puluh Tahun Indonesia Merdeka,” Bulu ini terdin
::m 1 Ermpat JOﬁ...'.rl-': volurne 1 dan 2 menjelaskan sejarah era kepemimpinan
Baung Karno. Volume 1 (1945-1949) diawali dengan cover o Bung Karno

membacakar rroklamasi Kemerdekaan 1945, Dalam kacamata Leig, foto
yalg metmyes thatkan Bung Karno sedang menundukkan paniangannya mnj
cenderung menafikan kharisma Bung Karno. Kebesaran kharisma Burnpg Kamo
& P - : ' . Ly I.. d-lD -
tidak tergambarkan cebagaimana halnya yang tergasmiiur dalam biografi Bung

Karno yang disusun Cindy Adams dan John Legge. Huku ini terdiri dari 254
halaman, dan hampir seluruhnya berisi foto atau gambar. Namun, foto Bung
Kamo hanya dimunculkan 14 kali dan rata-rata berupa foto yang sulit diamat
karena berukuran kecil atau foto dengan sudut pengambilan yang kurang tepat.®

Dalam volume 2 (1950-1964), buku teks Tiga Puluh Tahun Indonesia
Merdcfka menguraikan sejarah bangsa di era Bung Karno memapankan karir
kepresidenannya. Dalam volume ini, terdapat 43 foto Bung Karno dan 7 foto
Soeharto. Meskipun banyvak memuat foto Bung Karno, volume ini hanya

;z;irjldt sekali menjelaskan peranan-peranan politik dan kepemerintahan Bung
no.

Sedgngkan volume 3 (1965-1974) menjelaskan sejarah perjalanan bangsa
yang diwarnai dengan peralthan kekuasaan dari Bung Karno ke Soeharto.
Dalam volume ini, kekacauan ekonomi “watisan” Orde Lama ditonjolkan
dan rencana pembangunan cejimm Crde Baru diterangkan dajam format
bergambar. Leigh mencatat beberapa penyajian yang- berdampak buruk
terhadfip citra Bung Karno dalam konteks sejarah. Di antaranva adalah
penyajian foto Bung Karno dengan pemimpin PKI Audit, karikatur yang

Mo

Bukn Tiga Fuieh Tabun Indonesia Merdeka ini merupakan buku teks sejerah untuk setingkat SMU,

dempar --.:'-.:;n. Szjarzh Ferjuangan Nasinoal”. Terdisi dan tmpat voiume, masing masing volume
. "'1' .::: irah perpaangn bangsa er | 1451949 (Volume 1, 1950-1964 (Volume 23, [BE5.1973 (Vol-
utie S73-1974 (Valeme d), ffad | hat, 30,
e i
"Alam wilume yagg sama. terdapat beberapa foto Letkol Soeltirto, Diantaranya sdalah foen vang
I l-'. fLpean e v, serta doio yang meninjukkan dia sedang ditengah tenpah beruriinan P .'\.Il.l:’.';'-.
Yang metkggamiharkan peman pendngnyw dalam Serangap: I Maret 1749 di Yievakarta, Foto yang lain

herupa fonn sepenul halaman Soeharto dengan para veteran perang, serta foto Socharto dengan Sultan
Yogyakarta quuba.r-gambarmenurut Leig ini mempertegub citra Soeharto sebagai puliter yasg bersih
dan sosck pemimpin yaug terpercaya, /bid,
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menggambarkan Bung Karno menjadi bahan tertawaan mahasiswa berkaitan
dengan masalah PKI, serta foto tim dokter dan RRC sedang memberikan
perawatan medis kepada Bung Karno.*!

Penafian citra Bung Karno juga diidentifikasi Leigh dalam analisisnya
terhadap pilihan jawaban multiple choice pada soal-soal ujian materi sejarah
untuk tingkat sekolah dasar. Bung Karno ternyata banyak ditempatkan pada
puihan jawaban yang salah dalam pertanyaan-pertanyaan tentang Pancasila,
perjuangan melawan penjajah, dan penumpasan pemberontakan pasca
kemerdekaan..” Menurut Leig, realitas ini dapat berdampak buruk terhadap
perseps: atau preferensi siswa terhadap sejarah Bung Karno.

Di sisilain, Leigh juga melihat bahwa dikotomi Orde Lama vs Orde Baru
sering dimunculkan dengan pretensi untuk menegaskan bahwa perabhan
kekuasaan darn Bung Karno ke Soeharto adalah dalam terin pergantian
kepemimpinan, dan bukannya dalam term perebutan kekuasaan (cup)® . Tema
order vs disorder juga sering dimunculkan dengan penekanan tertenty,
misalnya penekanan bahwa Demokrasi Liberal adalah era yang penuh
kekacavan (drsorder). Kesan yang tertangkap dalam penggunaan tema ini
adalah adanya usaha untuk mengidentikkan rejim Orde I.ama dengan kondisi-
kondisi disorder: instabilitas polittk, kemerosotan moral, krisis ekonomi, serta
sebaliknya mengidentikkan Orde Baru dengan kondisi order; Orde Baru
digambarkan sebagai tatanan yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari
kondisi-kondis: disorder warisan Orde Lama serta kemudian meng-
hantarkannya pada tata kehidupan yang lebih baik *

Pemuatan foto Bung Karno bersama Aidst, dan foto ketika mendapatkan perawatan medis dart nm
dokter REC, dapat menimbulkan kesan yang negatif tentang Bung Karno. Sebab semua orang tahu
bahwa Aidit adslak salah-sato pemimpin teronggi PKI, serta bahwa RRC adalah negara Komums yang,
banyak berperan dalam mencpang kelangsungan hidup komunusme di [ndonesia Perlu dhgaiisbawah
bahwa foto Bung Karno dengan nm dokter RRC 1tu dimunculkan dalam desknps: pensuwas G 308/
1965 Lihat fBrd, hal 31

* Ibid Dalam pilihan-piliban jawaban yang memuat nama Soehart Leig menemw =o' ias yang
sehaliknya Tidak saiu pun pertanyaan yang menempatkan nama Scebang dalam piliban jawaban
yang fdak benar.

¥ Jbid, hal. 29,

“ Tema order vs disordenni banya diuraikan dalam buku Separah Perjuangan Bangsauntuk SMP, Jbid,
hal. 29.
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Jika ditarik dalam tataran yang lebih luas, hal ini memperkuat kesimpulan
bahwa rejim Orde Baru berusaha membangun citra vang benar-benar lain
dari citin Orde Lama. Orde Baru berusaha menjauhkan din dari gambaran-
gambaran buruk dan traumatik tentang Orde Lama. Orde Baru juga senantiasa
merckankan bahwa kekacauan, kekerasan dan instabilitas sepert vang terjadi di
cra Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan yang mencapai puncak pada
tragedi G 30 S/ 1965 adalah semata-mata “produk” Orde Lama. Usaha-usaha
milah yang akhirnya menimbulkan gambaran bahwa Orde Lama sebagai rejim
yang bengis dan jahat, khususnya dalam perbincangan tentang komunisme.*

Dalam penelitian ini, Leigh juga menyimpulkan adanya usaha sistematis
untuk menghadirkan perspektif yang menempatkan rejim Qrde Baru dibawah
kepemimpinan Socharto sebagai sinonim dari negara Indonesia sebagai suatu
kesatuan.* Lebih jelasnya, dapat disimak pernyataan Leigh berikut:

“The message being conveyed s thar national unity and the New Order
Goverment of Presidert Soeharto are coextensive. The messaoe of the texts is
not just to porwray the taken-for-granied umity of the Indonesian State, bur also
to show that the State is the New Order goverment of Fresident Soeharto, 7

Alasan untuk menghadirkan perspektf ini barangkali adalah bahwa rejim
Orde Lama telah identik tatanan disorder, sehingga keberadaannya harus
dinafikan dalam rangka membentuk citra yang positip bagi rejim yang baru
lahir, rejim Orde Baru.

* Michael van Langenberg, “Negara Orde Baru: Bahasa, Ideclog, Hegemomt”, dalam Yudi Laof dan Idi
Subandy Ibrahim (ed.), Szftasa dan Kekuasaan, Mizan, 1996, hal. 230. Tentang kekerasan yang cerjads
di era Orde Lama maupunr Orde Baru, Langenberg melihat bahwa Orde Baru sebenarnya yuga tak
kalah “kejam”. [.angenberg mempersoaikan sikap Retom Orde Baru vang cenderung kompromistis
terhadap aksi pembunuhan massal terhadap sisa-sisa PKI— atau yang diduga sebaga sisa-sisa PKI—
yaog mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam yjumlah sangat besar pasca G 30 S PKI. Langenberg
diantaranya menyatakan:

“Pembunuhzn massal dalam skala raksasa pada 1965/1966 justru Jdimanlaathan untuk

menunamkan ke dalam benak publik sebuah citra bahwa masa Orde Lama nialah periode khaos

dan peauli kekacauan. Jelasiah im: berart Orde Baru mengangkanii kenangan sejarah penuh

winbumitian iy sebagai alat untuk memapankan legiimasinya. Pembunuhaa-pembiciban i
<ndin mk diperimbangkan datam sejarah resmi verst Onrde Baru. Femberasii kin hal sl mefzng
K semATd-ma L sehepa “tndakan halasan” Orde Baru trrhadap Oebe Lasmi. Ketika “Hedakan
Ralesan®™ s didempungkan, maimanya diarahkan sefugan 2kl sponn rakyar Ersdap gerakas

karEmis. ¢
* Leigh, op ot hal, 17
T fbid, hal, 31,
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Kesimpulan

Negara Orde Baru berusaha menegakkan legitimas: kekuasaannya dengan
lrbagai cara. Salah-satunya dengan menciptakan wacana-wacana resmi yang
bersifal legitimatif terhadap negara dan sebabknya bersifat delegitimatif
terhadap musuh-musuh negara. Wacana resmi ini merupakan representasi
dari pengetahuan resmi negara yang lebih sering difungsikan sebagai sarana
produksi dan reproduksi kebenaran versi negara. Uengan kata lain,
penyelenggaraan kekuasaan secara kontinyu oleh negara Orde Baru
melfahirkan pengetahuan-pengetahuan resmi yang noiabene berisikan
pembenaran-pembenaran terhadap sikap, kebijakan dan perlakuan negara
terhadap kelompok-kelompok di luar dinnya. Ielalui pengetabiuan resmi milah
kebenaran versi negara tentang berbagai persoalan disampaikan kepada
masyarakat dengan spirit penegasian terhadap wacana, interpreiasi dan fakta-
fakta alternatif yang dimunculkan kelompok lam.

Hal imilah yang karanya terjadi terhadap gambaran-gambaran tentang Bung
[<arne dalam wacana sejarah selama era Orde Baru, Sejak awal kekuasaannya,
Soeharte telal izenempatkan pengaruh dan simbol-sumbol Bung E.2:no yang
masih menancap kuat dalam realitas psiko-fustoris bangsa sebagai ancaman
nyata terhadap legitimasi kekuasaannya. Maka difakukanlah berbagai upaya
untuk mengeliminir pengaruh dan ajaran-ajaran Bung Kamo dalam keludupan
birckrasi, militer dan masyarakat pada umumnya, serta untuk mengaburkan
peranan dan kontribusi Bung Karno dalam sejarah. Usaha-usaha nilah yang
kemudian dikenal dengan De-Soekarnoisasi. Ketika mekanisme legal-formal,
perangkat-perangkat koersif dan represi-represi fisik atau psikologis ticak efektif
lagi untuk menvudutkan posist Bung Karno, maka dilakuican Die-50ekarnoisas

il bevel wacana, Dilakaskanlah prakiek-praktek del=mitmas simbolik dengan
menampilkan konstrubsi-konstriks: yvang disgrirnatedan un@ionraiieentang
Bunyp Karno dalam senap dicourse yang terbentuk tentang Bung Kame.

Dlengan otoritas yang dimilikanya, negara bahkan melakukan pengaburan
atau tekavasa terhadap fakta-fakta sejarah tentang Bung Rarno. Hisa jads

kebenaran-kebenaran historis tentang jejak dan kontribusi pesitip Bung Karmo
dalam sejarah bangsa telah ternegasikan ketika wacana resmu tentang Bung
Karno terbaca ¢leh masyarakat. Pada gilirannya, gambaran-gambaran vang

ilegitimate dan unfavourable tentang Bung Karmo memadi dominan dalam
produk-produk pengetahuan resmi negara: buku-bukn pendidikan, “buku
putih® G 30 S/1965, jurnal, media cetak dan film yang produksi mstansi negara.
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Gambaran ini juga tercermin dari pernyataan para aparat negara dalam
berbagai perdebatan tentang Bung Karni di media massa, Terlepas dari masalah
efektivitas, nuansa De-Soekarnoisasi juga menjadi substansi indoktrinasi
terhadap generasi muda ketika buku teks pendidikan yang berisi bahasan
tentang Bung Karno digunakan dalam praktek pendidikan tingkat dasar hingga

menengah.
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